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Latar belakang penulisan tesisini adalah bahwalliberalisasi di bidang pertanian yang merupakan mandated
agenda dan dilakukan melalui serangkaian perundingan multilateral sertatertuang dalam Agreement on
Agriculture (AoA) menuntut Indonesia sebagai anggota WTO untuk mematuhinya. Permasalahan yang
timbul adalah bahwa Indonesia belumlah mempunyai kebijakan yang adaftif dan tepat dengan komitmen
Indonesia terhadap A oA tersebut dan juga mampu mengedepankan kepentingan nasional melalui
peningkatan ekspor produk pertanian Indonesia di pasar intemasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kebijakan/strategi yang tepat bagi
pemerintah Indonesia dalam perundingan lanjutan WTO bidang pertanian dalam upaya mendukung
pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori kepentingan nasional dari D. Neuchterlein, yang perumusan kebijakan suatu negara haruslah
didasarkan pada ide-ide dasar dari kepentingan nasionalnya. Lebih lanjut Morgenthau menunjuk bahwa
kepentingan nasional merujuk pada sasaran politik, ekonomi atau sosial yang ingin dicapai oleh suatu
negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik
pengumpulan data penelitian adalah melalui studi pustaka dan internet berupa data-data sekunder.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perlu diperjuangkannya prinsip Special and Differential
Treatment (S& D) oleh Indonesia sebagai bagian integral dari perundingan WTO di bidang pertanian. Prinsip
ini sangat panting diperjuangkan sebagai pembeda dalam tingkat pembangunan ekonomi antar negara
berkembang dan negara maju. Bagi Indonesia, S& D harus mencakup akses pasar, dukungan domestik dan
tingkat subsidi ekspor. Selain itu juga, dengan prinsip S& D juga, masalah non trade concern yang dapat
diangkat oleh Indonesia adalah perlu diberikannya fleksibilitas dalam menetapkan alat kebijaksanaan yang
mendukung tercapal nya program ketahanan pangan wilayah pedesaan, pengentasan kemiskinan dan
penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pertanian Indonesia
memerlukan kebijakan yang adaptif terhadap peraturan internasional yang ada dan dapat mengedepankan
kepentingan Indonesia. Kebijakan agribisnis yang berdaya saing haruslah diupayakan oleh pemerintah guna
memperbaiki kondisi pertanian nasional sekaligus merupakan arah pembangunan sistem dan usaha pertanian
yang berdaya saing dalam upaya memasuki pasar dunia dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki
kondisi perekonomian nasional.
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